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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx,  tempat  kediaman di  xxxxx  xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx,  Desa  Ngujungrejo,  xxxxxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx

xxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  LAMONGAN,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 03 Juli 2023 dengan

register  perkara  Nomor  1467/Pdt.G/2023/PA.Lmg,  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  tanggal  20  Januari  2011,  di  hadapan  Pejabat  Pencatat

Nikah  KUA xxxxxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  sesuai  Kutipan  Akta

Nikah Nomor: 06/06/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;  

2. Bahwa sebelum menikah  status  Penggugat  adalah Perawan,  dan

status Tergugat adalah Jejaka;  
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3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN selama kurang

lebih 12 tahun, 

4. Bahwa selama menikah,  Penggugat  dan Tergugat  (Bakda dukhul,

dan  telah  dikaruniai  1  orang  anak)  bernama  Latifatul  Maghfiroh  binti

Suminto, Umur 11 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;  

5. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan  harmonis,  namun sejak  bulan  Oktober  tahun 2022  Penggugat

dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

tidak  menghormati  orangtua  Penggugat  seperti  dalam  hal  Tergugat

berkata  kata  kasar  dan  membatah  apabila  dinasehati  oleh  orangtua

Penggugat;  

6. Bahwa akibat  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  maka sejak

bulan  Desember  tahun  2022,  Tergugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman orangtua Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di

KABUPATEN LAMONGAN, sehingga berpisah tempat  tinggal  selama 7

bulan;  

7. Bahwa  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

mengakibatkan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada

kebahagiaan  lahir  dan  batin  dan  tidak  ada  harapan  untuk  kembali

membina rumah tangga;  

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;  

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta  di  atas,  maka gugatan Penggugat

telah memenuhi ketentuan Pasal 19  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini. 

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Lamongan untuk  memanggil  para  pihak,  memeriksa  dan

mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 
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2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; 

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah hadir sendiri  di  persidangan,  kecuali  pada sidang tanggal 24 Juli  2023

Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan Mediator  bernama H.  Kasno,  S.Ag.,  sebagaimana laporan mediator

tanggal 17 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa,  dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar

adanya ;

 Bahwa,  dalil  Penggugat  nomor  5  tidak  benar,  yang benar  adalah

kami berdua bertengkar karena masalah pekerjaan dimana Penggugat buka

usaha  bersama dengan  orang  tuanya di  pasar  ikan sedangkan  Tergugat

bekerja sebagai buruh tani, sehingga tidak seimbang;

 Bahwa benar Tergugat  dengan Penggugat  sudah berpisah tempat

tinggal selama 7 bulanan dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai

Penggugat ; 

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan,namun  tidak

berhasil 

Bahwa terhadap jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan

replik  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  kepada  gugatannya,  sedangkan

Tergugat dalam duplik lisannya  menyatakan tetap kepada jawabannya;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 06/06/I/2011 tanggal 20 Januari

2011,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA  xxxxxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP :

3524214105930003, tanggal 28-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  Provinsi  Jawa  Timur  bermaterai  cukup,  telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2;

B.SAKSI

Saksi 1.  SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara ipar Penggugat

 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

pasangan suami istri.

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  KABUPATEN  LAMONGAN

selama kurang lebih 12 tahun

 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat Bakda dukhul,

dan  telah  dikaruniai  1  orang  anak  bernama  Latifatul  Maghfiroh  binti

Suminto, Umur 11 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

bertengkar disebabkan saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saksi

pernah  diberitahu  olehPenggugat  penyebabnya  karena  Tergugat  tidak

pernah ikut membantu bekerja dipasarikan ; 
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 Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Penggugat  dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan

 Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  pada

Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil.

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi.

Saksi 2.  SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara sepupu Penggugat

 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

pasangan suami istri.

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  KABUPATEN  LAMONGAN

selama kurang lebih 12 tahun

 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat Bakda dukhul,

dan  telah  dikaruniai  1  orang  anak  bernama  Latifatul  Maghfiroh  binti

Suminto, Umur 11 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

bertengkar disebabkan Tergugat tidak ada kecocokan dengan orang tua

Penggugat  dan  Tergugat  sering  berkata  kata  kasar  dan  membantah

apabilandinasehati orang tua Penggugat ; 

 Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Penggugat  dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan

 Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  pada

Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
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 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil.

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  tetap  pada

gugatannya  serta  mohon  putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal

82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1

dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk  mendamaikan  keduanya,  dan

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  maka  Majelis  Hakim  telah

memberi  kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi  dimana telah

ditunjuk  mediator  bernama  H.  Kasno,  S.Ag.,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa alasan pokok gugatan Penggugat  adalah bahwa

rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  tidak  menghormati  orangtua  Penggugat
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seperti  dalam  hal  Tergugat  berkata  kata  kasar  dan  membatah  apabila

dinasehati  oleh  orangtua  Penggugat,  akibatnya  terjadi  pisah  tempat  tinggal

selama  7 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak

menyuruh orang lain  sebagai  wakilnya,  maka tidak dapat  didengar  jawaban

atau keterangannya; 

        Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan

perkawinan, sehingga  bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

an.  Penggugat,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan cocok dengan  aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
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maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

serta  keterangan  saksi  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum  sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, Bakda

dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Latifatul Maghfiroh binti

Suminto, Umur 11 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran

disebabkan Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat seperti dalam

hal  Tergugat  berkata  kata  kasar  dan  membatah  apabila  dinasehati  oleh

orangtua Penggugat, dan telah berpisah selama 7 bulan

 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

selama 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan, bahkan  Penggugat  telah  menyatakan

ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  sebagai  suami  istri  keduanya  sering  berselisih  dan

bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah

tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak

sama-sama  sudah  tidak  mau  lagi  mempertahankan  rumah  tangganya,

sehingga timbul suatu  pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya

dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;
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Menimbang,  bahwa  Pasal  1  Undang-undang   Nomor   1  Tahun  1974

menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa

salah  satu  unsur  dari  perkawinan  adalah  unsur  ikatan  bathin yang  dalam

penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur  yang memegang peranan penting

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka

sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19

huruf (f) dan Pasal 116 huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam;

  Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi: 

Artinya  :  “Jika  keduanya  (terpaksa)  harus  bercerai,  maka  Allah  akan

memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Artinya : ”Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang

diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya

gangguan  tersebut  merupakan  penghalang  atas  kelangsungan

pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri

lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil

mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya

terhadap diri Penggugat dengan talak bain.” 

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam

setiap  pesidangan  tidak  berhasil,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
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rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan

hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang

Nomor  1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,

bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  Kompilasi

Hukum Islam, salah satu talak  bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga

petitum  kedua  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat  patut

dikabulkan dengan  menyatakan  jatuh  talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat

kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah

menyepakati mengenai nafkah seorang anak bernama Latifatul Maghfiroh binti

Suminto,  umur  11  tahun  yang  saat  ini  tinggal  bersama  Penggugat,  sesuai

dengan laporan mediator tertanggal 17 Juli 2023 pasal 2 yang isinya  Tergugat

akan  memberi  nafkah  seorang  anak  tersebut  setiap  bulan  minimal  sebesar

Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa/berumur 21

tahun,  karena  itu  Majelis  hakim  menyatakan  untuk  menghukum  Tergugat

membayar nafkah anak tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan

ini; 

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  aquo   masuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum  Tergugat  (TERGUGAT) untuk  membayar nafkah

seorang anak bernama Latifatul Maghfiroh binti Suminto, umur 11 tahun,

setiap bulannya minimal  sebesar  Rp.500.000,-  (  lima ratus ribu rupiah )

sampai  anak  tersebut  dewasa/berumur  21  tahun dan  setiap  pergantian

tahun ditambah 10 % ;

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Senin tanggal 24 Juli  2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram

1445 Hijriah, oleh Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

H.  Ramly  Kamil,  M.H.  dan H.  Roihan,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum

dengan  didampingi  oleh  Khulaifah,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  serta

dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

H. Roihan, S.H.

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.
Perincian biaya :
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Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 600.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 770.000,00
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